KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG

NOMOR : W29.U1/ \(| /SK.KPN/KOT.11.01/VIII/2023

TENTANG

PERINCIAN PANJAR BIAYA PENDAFTARAN

PERKARA PERDATA KHUSUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Menimbang

PADA PENGADILAN NEGERI SERANG
KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG,

:a. bahwa Pasal 57A Undang-Undang Nomor 49 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
menentukan dalam menjalankan tugas peradilan
khususnya dalam perkara perdata, peradilan umum
dapat menarik biaya perkara yang meliputi biaya

kepaniteraan dan biaya penyelesaian perkara;

bahwa Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial menentukan dalam proses beracara di
Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang
berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya
eksekusi yang  nilai gugatannya di bawah

Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

bahwa Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya
Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya menentukan Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama berwenang menetapkan besaran biaya proses

penyelesaian perkara perdata;



-2

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun
2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court);

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1
Tahun 2023 tentang Tatacara Panggilan dan

Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Penanganan Kiriman
Dokumen Surat Tercatat Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Edisi 0.0 tanggal 26 Mei 2023;

Bahwa dalam rangka trsanparansi dan tertib
administrasi perlu adanya penetapan rincian panjar
biaya perkara perselisihan hubungan industrial yang
akan dibayarkan pada saat pendaftaran perkara
perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Negeri

Serang;

Bahwa rincian panjar biaya perkara perselisihan
hubungan industrial sebagaimana yang ditentukan
dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Serang
Nomor W29.U1/102/SK.WKPN/KOT.11.01/7/2023,
tanggal 3 Juli 2023 tentang Panjar Biaya Perkara
Perdata pada Pengadilan Negeri Serang, sudah tidak

sesuai lagi dengan keadaan saat ini;

Bahwa untuk berdasarkan pertimbangan dalam huruf
a, b, ¢, d, dan e, perlu menerbitkan Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Serang tentang Panjar Biaya Perkara
Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri Serang;

Wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Serang meliputi 3 radius yang
terdiri :

1. Wilayah Kota Serang

2. Wilayah Kabupaten Serang dan
3. Wilayah Kota Cilegon

4. Wilayah Tangerang

Dan secara terperinci mengenai biaya panjar perkara

PHI tercantum dalam lampiran Keputusan ini;



Mengingat :

i

k. Bahwa dengan adanya pelaksanaan pendaftaran

L.

perkara melalui elektronik (E-Court) sebagaimana
(PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik (E-Court)), maka
pelaksanaannya perlu adanya rinciaan panjar biaya

perdata;

Bahwa dalam rangka transparansi dan tertib
administrasi perlu adanya penetapan rincian panjar
biaya perkara sebagai acuan dalam penentuan panjar
biaya perkara perdata yang akan dibayarkan pada saat
pendaftaran perkara perdata dan PHI di Pengadilan

Negeri Serang;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu

menerbitkan Kembali Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Serang tentang Panjar Biaya Perkara Perdata

Khusus PHI pada Pengadilan Negeri Serang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4359) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4958);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik



Memperhatikan : 1.
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Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327)
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4379) dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5077);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesain
Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di

Bawahnya;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun
2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor KMA / 032 / SK / IV / 2006
tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG
TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
KHUSUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PADA PENGADILAN NEGERI SERANG.



Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

Panjar biaya perkara PHI pada Pengadilan Negeri
Serang terdiri atas :

a. Biaya kepaniteraan atau biaya tetap yang telah
ditentukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dan

b. Biaya penyelesaian perkara atau biaya tidak tetap
yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri Serang dan
jumlah pihak berperkara sebagaimana yang
ditentukan dalam lampiran Keputusan ini;

Biaya Pengadilan Hubungan Industrial, terdiri dari:

a. Biaya Setor;

b. Biaya Negara;

Dalam hal nilai gugatan yang diajukan di bawah
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
maka para pihak tidak dikenakan biaya; dan apabila
nilai gugatan gugatan yang diajukan di atas
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
maka para pihak diwajibkan membayar panjar biaya
perkara;

a. Panjar biaya perkara wajib ditambah dalam hal
biaya perkara sudah tidak mencukupi;

b. Penambahan panjar biaya perkara harus
dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah
diberitahukan;

Rincian jumlah panjar biaya perkara Perdata Khusus
Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Serang sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Surat Keputusan ini;

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor:
W29.U1/102/SK.WKPN/KOT.11.01/7/2023, tanggal
3 Juli 2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata pada
Pengadilan Negeri Serang dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi;



Ketujuh

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 1 Agustus 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG
REPUBLIK INDONESIA,
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